SKRIPSI

PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG
MENGGUNAKAN JALAN UMUM DI KOTA
BANJARMASIN MENURUT PERATURAN
WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG JAM OPERASIONAL DAN KELUAR
MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

MUHAMMAD NUGRAHA NOORRACHMAN
NIM. 2010211210019

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Mei 2024



PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG
MENGGUNAKAN JALAN UMUM DI KOTA
BANJARMASIN MENURUT PERATURAN WALIKOTA
BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
JAM OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

MUHAMMAD NUGRAHA NOORRACHMAN
NIM. 2010211210019

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Mei 2024



LEMBAR PERSETUJUAN

PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG
MENGGUNAKAN JALAN UMUM DI KOTA BANJARMASIN
MENURUT PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR
8 TAHUN 2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN KELUAR
MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Diajukan oleh

MUHAMMAD NUGRAHA NOORRACHMAN
NIM. 2010211210019

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 13 Mei 2024

Pembimbing,

Deden ara, S.H., M.H.
NIP. 1977309232000031001

Diketahui,
Banjarmasin, 13 Mei 2024
Ketua Program,




LEMBAR PENGESAHAN

PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG MENGGUNAKAN JALAN
UMUM DI KOTA BANJARMASIN MENURUT PERATURAN WALIKOTA
BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN
KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Diajukan oleh

MUHAMMAD NUGRAHA NOORRACHMAN
NIM. 2010211210019

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor - 88 /7 UN8.\.\ ) SP /2029

Tanggal - 3 0 MAY 2024

Prof-De. Athmad Faishal, S.H., M. |
AL N1P. 19750652003131001

-



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nugraha Noorrachman
Nim :2010211210019

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 4 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenamya, bahwa skripsi yailg berujudul :

“PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG MENGGUNAKAN
JALAN UMUM DI KOTA BANJARMASIN MENURUT PERATURAN
WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG JAM
OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG”

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau
pikiran orang lain yang saya aku scbagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali
terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil
jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan
tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum
yang berlaku.

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak

mana pun. ‘
Banjarmasin, 13 Mci 2024
e mbuat pernyataan,

1O ()

éé‘ . ,/

(2 -~
oommxssazswm .

""" Muhammad Nugraha Noorrachman

NIM. 2010211210019



MOTTO
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RINGKASAN

PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG MENGGUNAKAN
JALAN UMUM DI KOTA BANJARMASIN MENURUT PERATURAN
WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG JAM
OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG

(Muhammad Nugraha Noorrachman: 2024, 63 hlm)

Bahan bakar minyak adalah sumber energi penting dalam mobilitas modern. Namun
pengangkutan bahan bakar minyak melalui jalan umum melibatkan risiko lingkungan
dan keamanan yang signifikan. Salah satu hal yang penting adalah kegiatan distribusi
pengangkutan bahan bakar minyak yang menunjang bahan bakar untuk kendaraan,
pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan,
pemerataan pembangunan, dan distribusi. Peran distribusi pengangkutan bahan bakar
minyak sangat memiliki keuntungan dan kerugian bagi masalah keselamatan
transportasi. Keuntungannya adalah dengan distribusi pengangkutan bahan bakar
minyak yang merata pada seluruh pelosok tanah air, maka akan membantu menunjang
seluruh aktifitas pembangunan disegala bidang, akan tetapi keberadaan alat angkut
atau kendaraan yang membawa bahan bakar minyak pada jalan umum, maka akan
sangat mengancam keselamatan para pengendara lain di jalan umum mengingat
distribusi pengangkutan bahan bakar minyak yang mudah terbakar dan dapat
merugikan pihak lain sebagai pengguna jalan umum. sehingga dibutuhkan regulasi
yang tepat agar dapat terhindari dari terjadinya hak-hak yang tidak diinginkan di atas
jalan umum yang disebabkan oleh angkutan bahan bakar minyak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian adalah
menggali adanya kekaburan hukum (vague norm), yaitu aturan dari peraturan
perundang-undangan dari pokok permasalahan. Sudah ada namun belum jelas
berkaitan dengan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan persoalan berkaitan dengan
pengaturan hukum mengenai kegiatan distribusi pengangkutan bahan bakar minyak
yang menggunakan jalan umum dan bentuk pengawasan pemerintah dalam hal
kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak yang menggunakan jalan umum menurut
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pemerintah Daerah berwenang untuk turut mengatur penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang akan dituangkan ke dalam peraturan tingkat daerah, baik



peraturan daerah atau peraturan gubernur, peraturan bupati/peraturan walikota.
Kewenangan tersebut berdasarkan kepada ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pemerintah Kota Banjarmasin menggunakan kewenangannya tersebut dengan
mengeluarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jam
Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin.

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jam Operasional dan
Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin, tidak memenuhi asas
keadilan yang seharusnya dimuat di dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan
Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut karena dalam Peraturan Walikota
Banjarmasin tersebut mengatur adanya pengecualian terhadap kendaraan pengangkut
BBM dalam ketentuan jam operasional, sehingga kendaraan pengangkut BBM tidak
termasuk ke dalam kategori muatan yang diatur jam operasionalnya. Padahal jika
berdasarkan ukuran dan beratnya, kendaraan pengangkut BBM seharusnya termasuk
ke dalam kendaraan angkutan yang tunduk kepada aturan jam operasional di kota
Banjarmasin. Selain itu, kendaraan pengangkut BBM juga dapat menyebabkan risiko
kecelakaan yang sama dengan kendaraan pengangkut lainnya yang jam operasionalnya
diatur. Dalam menentukan pengecualian tersebut, Walikota Banjarmasin tidak
menyertakan satu pun alasan secara yuridis misalnya truk pengangkut BBM tidak
termasuk ke dalam angkutan yang diatur jam operasionalnya karena BBM merupakan
kebutuhan pokok masyarakat. Namun dengan tidak adanya alasan pengecualian
ketentuan jam operasional terhadap kendaraan angkutan BBM tersebut, tidak
memenuhi asas keadilan yang seharusnya dimuat dalam peraturan perundang-
undangan termasuk Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jam
Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kewenangan peraturan
daerah dalam mengatur jalanan umum beserta angkutan jalan; serta untuk mengetahui
tinjauan asas keadilan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022
yang mengecualikan angkutan BBM dari jam operasional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menggali
adanya kekaburan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-
undang dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukan: Pertama Pemda berwenang mengatur penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dituangkan dalam peraturan tingkat daerah,
baik Perda atau Pergub, Perwal. Dasar kewenangan adalah ketentuan Pasal 5, 6, dan 7
UU No. 22 Tahun 2009. Pemerintah Kota Banjarmasin menggunakan kewenangannya
dengan mengeluarkan Perwal Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jam
Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin.
Kedua, Perwal Banjarmasin No. 8 Tahun 2022 tidak memenuhi asas keadilan karena
dalam Perwal tersebut mengatur pengecualian terhadap kendaraan pengangkut BBM
dalam ketentuan jam operasional, padahal berdasarkan ukuran dan beratnya, kendaraan
pengangkut BBM seharusnya termasuk dalam kendaraan angkutan yang diatur jam
operasionalnya di kota Banjarmasin. Selain itu, kendaraan pengangkut BBM juga
berisiko menyebabkan kecelakaan seperti kendaraan pengangkut lainnya. Dalam
menentukan pengecualian tersebut, Walikota Banjarmasin tidak menyertakan alasan
secara yuridis, sehingga tidak memenuhi asas keadilan yang seharusnya dimuat dalam
peraturan perundang-undangan.

Kata Kuci : Distribusi, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengangkutan Bahan Bakar
Minyak.
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